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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 
dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda 





Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (a  ̇ es (dengan titik di ataṡ  ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah ح
 Kha Kh kadan ha خ
 Dal D De د
 (al  ̇ zet (dengan titik di ataṡ  ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain .‘. Koma terbalik di atas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ..’.. Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau 
monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍommah U U وْ 
 
b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 
 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 
 
c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







ى..َ...... ا..َ..  fatḥah dan alif atau ya  ̅ 
a dan garis 
atas 
   Kasrah dan ya ...ٍ..ى
i dan garis di 
bawah 
و....ُ  ḍommah dan wau  ̅ 







3. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, 
dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta marbutahmati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, sertabacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h). 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 
syaddah itu. 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 
 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang . ال
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf 
syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf 
yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai 
dengan bunyinya. 
6. Hamzah 
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu 
diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata 
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan 
kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini 
penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
8. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital 
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh 
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga 
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
9. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 
ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman 
transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan 






Nama  :Miftahul Marzuki Arsjah Nasution 
Nim :1410100016 
Judul :“SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kesadaran Hukum 
Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan 
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu) 
Skripsi ini membahas tentang “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran 
Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan 
Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu). Pokok permasalahan penelitian ini adalah 
Bagaimana Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap 
Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu) ?, dengan beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana pengetahuan dan 
pemahaman hukum masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu terhadap sertifikasi tanah wakaf ? 2) Bagaimana kepatuhan dan sikap 
masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu 
terhadap sertifikasi tanah wakaf ? 3) Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf 
masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Metode pengumpulan data adalah sumber data primer dan sekunder. 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi 
yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Sedangkan 
sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa 
buku-buku (maupun kitab), koran, majalah dan yang lainnya, seperti Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pengetahuan dan 
pemahaman tentang hukum mendaftarkan tanah wakaf adalah sunnah, karena itu 
merupakan suatu perbuatan ibadah yang sangat dipuji oleh Allah SWT, dan seseorang 
yang melakukan perbuatan mewakafkan  tanah  harus dengan keikhlasan, kemudian 
akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut 
karena termasuk sedekah jariyah (sedekah yang terus mengalir pahalanya sampai 
meninggal dunia), dan merupakan perbuatan untuk membantu kesejahteraan umum. 
Kedua, dalam kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap sertifikasi tanah 
wakaf, masyarakat mengatakan peraturan yang berada di dalam pensertifikatkan 
tanah wakaf sangat memberatkan dan masyarakat yang kurang peduli akan 
pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf menganggap bahwasanya pensertifikatkan 
tanah wakaf tidak penting, terutama masalah biaya dalam pendaftaran yang menjadi 
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kendala utama bagi masyarakat, dikarenakan masih banyak kebutuhan yang belum 
tercukupi di dalam kebutuhan sehari-hari. 
Ketiga, pelaksanaan pensertifikatkan tanah wakaf belum sepenuhnya 
terlaksanakan oleh masyarakat di Desa Pangkatan, dikarenakan masih banyak 
masyarakat yang belum mempunyai kesadaran, bahkan masyarakat di Desa 
Pangkatan tidak memperdulikan akan prosedur pensertifikatkan tanah wakaf, akan 
tetapi menurut masyarakat hanya perlu memberikan suatu pengumuman bahwasanya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang berasal dari 
Allah Swt. memiliki 3 (tiga) pilar penting yang dikatakan dengan iman, Islam, 
dan ihsan. Ketiga pilar penting tersebut sepatutnya dimiliki oleh setiap muslim. 
Iman mengarahkan manusia agar mempercayai rukun iman yang enam 
yaitu percaya kepada Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikat-nya, percaya 
akan kitab-kitabnya, percaya akan rasul-rasulnya, percaya akan hari akhir, dan 
percaya kepada qadar (ketentuan Allah) yang baik dan yang buruk. Kata iman 
menunjukkan urgensi pemantapan hati manusia untuk mempercayai yang 
dipercayai sesungguhnya bukan sekedar ucapan belaka dan seterusnya 
diaktualisasikan dalam perbuatan ataupun kegiatan (aktivitas). Dalam dakwah 
yang dilakukan Rasulallah saw., hal inilah yang pertama kali ditanamkan kepada 
masyarakat jahiliyah agar hatinya bersih dalam bertauhid, kemudian disusul 
dengan pelaksanaan hukum. 
Islam adalah agama yang memiliki aturan sangat lengkap. Di samping 
mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Islam juga mengatur hubungan 
antar sesama manusia di dunia ini. Selain itu, Islam mengajarkan agar manusia 
saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. 
Setiap muslim hendaknya selalu membiasakan diri bersifat dan berprilaku 




perlu dibantu), terutama yang ada disekitar lingkungan masyarakat. Islam adalah 
agama yang rahmatan lil-‘alamin (rahmat bagi seluruh alam). Jadi, sudah 
menjadi keharusan bagi setiap muslim menjiwainya dengan memiliki sikap 
peduli terhadap lingkungannya. 
Kepedulian sosial itu dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti mewakafkan 
sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak, memberikan hibah, sedekah kepada 
mereka yang membutuhkan, dan hadiah sebagai penghormatan dan kasih sayang. 
Memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara memberikan 




Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia 
mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial 
ekonomi masyarakat muslim. 
Wakaf selain berdimensi Ubudiyah Ilahiyah, ia juga berfungsi sosial 
kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan 
seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat 
manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, “hablum minallah wa hablum 
minannass”. Hubungan vertical kepada Allah dan hubungan vertical kepada 
sesama manusia. 
Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif 
sebagai bekal di hari akhir kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan 
                                                             
1M. Rizal Qosim, Pengamalan Fiqih, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 139 
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kepada amal jariah yang tidak putus-putusnya walaupun si wakif (orang yang 
berwakaf) telah meninggal dunia.
2
 
Wakaf merupakan perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam. 
Salah satu dalil yang menjadi dasar amalan wakaf adalah Al-Qur’an yang 
memerintahkan agar manusia selalu berbuat kebaikan.
3
 Seperti yang terdapat 
dalam surah Al-Hajj ayat 77. 
              
Artinya: dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
4
 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: 
“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda 
miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu 
sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 
menurut syariah.”
5
 Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
ini maka wakaf yang diajarkan dalam Islam telah diakui secara positif dalam 
hukum nasional Indonesia. 
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan  umum, 
dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan. Wakaf 
tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan 
juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan 
                                                             
2 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2-3 
3 M. Rizal Qosim., Op. Cit.,  hlm. 140 
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim, (Surakarta: Cv 
Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 341 
5  Abdul Halim, Op. Cit., hlm. 11 
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kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai 
dengan prinsip syariah. 
Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan 
peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam Undang-Undang Pasal 49 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
syariah, diantaranya: 
1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi 
benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan 
hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya 
dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. 
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung 
terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, 
menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian 
kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak 
berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan 
intelektual, hak sewa, dan benda bergerak sebagainya. Dalam hal benda 
bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkannya melalui Lembaga 
Keuangan Syariah ( badan hukum Indonesia  yang dibentuk sesuai dengan 




3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah 
dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum 
dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. 
4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang 




Kompilasi Hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum 
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 
dari benda miliknya. Kemudian setelah itu melembagakannya untuk selama-




Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan 
pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi 
kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya ada petunjuk dari Al-Qur’an 
untuk menulisnya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan: 
                                 
    
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, 
dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar 
                                                             
6 Ibid., hlm. 98-101 
7 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2008), hlm. 356-357 
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Selanjutnya dalam ayat 282 tersebut Allah menegaskan lagi 
                                 
          
Artinya: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 
besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil disisi 




Makna dari kata Faktubuh di atas adalah agar ketika seseorang yang 
membuat perjanjian di dalam bermuamalah haruslah mempunyai suatu bukti 
yang tertulis sebagai penguat di dalam perjanjian tersebut. Ketika telah ada bukti 
tertulis berupa perjanjian diantara pihak-pihak yang terkait maka hal-hal yang 
tidak diinginkan tidak akan terjadi. 
Wakaf adalah satu kegiatan menyerahkan hak yang tidak kalah pentingnya 
dari sekedar utang-piutang atau sewa-menyewa (dan muamalah lainnya) seperti 
dimaksud oleh ayat di atas. Mengingat penyerahan wakaf menyangkut status hak 




Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali, 
tidak ada prosedur yang mesti dilalui, ada orang yang berwakaf, ada benda yang 
diwakafkan serta ada yang menerima wakaf (nadzir) dalam ijab. Pelaksanaan 
                                                             
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim, (Surakarta: Cv 
Ziyad Visi Media, 2009), hlm.  48 




wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan 
agama semata tanpa diiringi dengan bukti tulisan. Karena pelaksanaan wakaf 
tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau 
beralih fungsi, dan akhirnya status wakaf jadi kabur. 
Banyak faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui harta itu sebagai 
wakaf. Biasanya persoalan muncul dari ahli waris dari si wakif atau ahli waris si 
nadzir yang mengelola wakaf. Diantara faktornya, semakin sulit perekonomian 
saat ini atau makin langkanya tanah, semakin tingginya harga tanah serta 
terjadinya krisis nilai atau faktor lainnya. Oleh sebab itu muncul gugatan. 
Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sebagai manusia 
yang optimis dengan adanya aturan-aturan seperti dikemukakan di atas bila 
diikuti oleh semua pihak, kemungkinan terjadi gugatan terhadap wakaf semakin 
kecil serta kelangsungan wakaf semakin terjamin. Sejalan dengan itu 
pensertifikatan tanah wakaf merupakan satu target.
10
 
Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu tidak ingin tanah wakafnya disertifikatkan, karena kata mereka 
“untuk apa disertifikatkan tanah wakaf, karena sudah dari dulu tanah wakaf 
tersebut sudah dianggap masyarakat tanah yang diwakafkan, lagian tanah wakaf 
tersebut sudah turun temurun dari orangtua yang terdahulu dan masyarakat di 
                                                             
10 Abdul Halim, Op.Cit., hlm. 4-5 
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Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sudah banyak 
yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf ”.
11
 
Tanah wakaf kuburan yang berada di Desa Pangkatan Kecamatan 
Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu rata-rata dibatasi dengan pagar, Selain dari 
tanah wakaf perkuburan ada juga tanah wakaf masjid yang belum disertifikatkan. 
Dan jumlah keseluruhan tanah wakaf  59 lahan dan yang disertifikatkan  10 
lahan, kemudian selebihnya belum disertifikatkan berjumlah  49 lahan.
12
 
Berangkat dari kondisi di atas, peneliti tertarik mengangkat judul          
“SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat 
Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan 
Kabupaten Labuhanbatu)”. Studi ini penting dilakukan guna mengetahui 
kesadaran hukum masyarakat melakukan sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin 
kepastian hukum atas status dan pengelolaan tanah wakaf. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memaparkan masalah 
yang dihadapi yaitu: 
1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat di Desa 
Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu terhadap 
sertifikasi tanah wakaf. 
                                                             
11 Rizqy Maulida, Remaja di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada 
tanggal 02 November 2017 
12 Muhammad Yatim, Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan 
Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 15 Desember 2017 
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2. Bagaimana kepatuhan dan sikap masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan 
Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu terhadap sertifikasi tanah wakaf ? 
3. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Pangkatan 
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu ? 
C. Batasan Istilah 
Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka terlebih dahulu 
penulis menjelaskan pengertian istilah kata-kata yang dianggap perlu dalam judul 
proposal ini. 
1. Pemahaman adalah cara atau perbuatan memahami atau memahamkan13, 
maksudnya yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah 
diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan 
maksud penggunanya. 
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 
oleh suatu kebudayaan yang masyarakat tersebut menggangap sama.
14
 
3. Sertifikat adalah surat keterangan yang berupa pernyataan tertulis dari pihak 
yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu peristiwa.
15
 
4. Wakaf adalah sesuatu (tanah, kendaraan, dan sebagainya) yang diberikan 
secara ikhlas untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama
16
. 
Menurut penjelasan yang lain, wakaf adalah mengalihkan hak milik pribadi 
                                                             
 13Meity Taqdir Qodratillah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 385 
 14 Ibid., hlm. 305 
 15 Ibid., hlm. 493 
 16 Ibid., hlm. 606 
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menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi 
masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah swt. 
atau pemindahan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama untuk 




5. Kesadaran adalah keinsafan atau hal yang dirasakan maupun dialami oleh 
seseorang. 
6. Hukum adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia mengenai 
hukum yang ada atau bisa dikatakan sebagai pengetahuan bahwa suatu 
perilaku tertentu diatur oleh hukum.
18
 
D. Tujuan Penelitian 
Agar sebagaimana sasaran yang dicapai dalam penelitian ini lebih terarah 
seperti yang dirumuskan para sarjana atau ilmuan untuk menemukan, 
mengungkapkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Maka selain 
tujuan di atas penulis mempunyai tujuan dalam peneliti ini. 
1. Ingin mengetahui pelaksanaan sertifikat tanah wakaf di Desa Pangkatan 
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. 
2. Ingin mengetahui penyebab tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan 
Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu tidak disertifikat. 
 
                                                             
17 Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam Fiqih, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hlm. 
124 
18 Meity Taqdir  Qadratillah, Op.Cit., hlm. 463 
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E. Manfaat Penelitian 
1. Untuk memperdalam  kajian tentang penyebab tanah wakaf tidak disertifikat. 
2. Bahan bacaan dan kajian untuk Mahasiswa Hukum. 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penelitian terbagi kepada Tiga Bab tercakup kedalam 
pembahasan sebagai berikut: 
Bab I, Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah dan 
Sistematika Pembahasan. 
Bab II, Kajian Teori: Pengertian Wakaf, Fungsi Wakaf, Dasar Hukum 
Wakaf, Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf, Macam-Macam Barang Yang 
Diwakafkan, Macam-Macam Wakaf, Syarat-Syarat Wakif, Pendaftaran Tanah 
Wakaf, Tujuan Wakaf, Hikmah Wakaf. 
Bab III, Jenis Penelitian , Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, 








A. KESADARAN HUKUM 
Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-
norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukum bisa berfungsi untuk 
mengendalikan masyarakat dan bisa juga jadi sarana untuk melakukan 
perubahan-perubahan dalam masyarakat. 
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 
(penentuan banyaknya sesuatu yang disediakan untuk suatu tempat) suatu 
kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tertentu. Pengalokasian 
kekuasaan dilakukan secara struktuk, dalam arti keluasan dan kedalamannya, 
kekuasaan yang demikiandisebut sebagai hak. Dengan demikian tidak semua 
setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya 
kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang 
Di lingkungan masyarakat perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap 
sadar hukum antara lain sebagai berikut: 
1. Menjaga nama baik lingkungan masyarakat, 
2. Menghormati sesama warga masyarakat, 
3. Taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, dan 
4. Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman.19 
                                                             






Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang 
menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan 
suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalanya masalah 
kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif 
tertulis. 
Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya 
ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari 
penguasa atau kesadaran warga masyarakat). Dengan kenyataan-keyantaan 
dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. 
Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah  suatu kesadaran yang 
terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal 
hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara 
hukum yang baik dengan hukum yang buruk. Kesadaran hukum sebenarnya 
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang 
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
20
 
Kekuatan merupakan kekuasaan apabila kekuatan tersebut diterima sesuai 
dengan perasaan hukum orang yang bersangkutan atau badan yang lebih tinggi 
dan sebagainya yang diakui sebagai penguasa yang sah. Oleh karenanya 
peraturan hukum harus mempunyai kekutan hukum, apabila tidak maka 
peraturan tersebut hanya dianggap berupa kekuatan, karena hanya merupakan 
paksaan semata-mata. 
                                                             





Salah satu ciri seseorang yang memiliki keasadaran hukum adalah 
seseorang yang selalu mematuhi hukum yang ada ditempat atau negera mereka 
maupun yang berada pada lingkungannnya. Berikut akan di jelaskan ciri-ciri 
keasadaran hukum, sebagai berikut: 
1. Mengetahui dan memahami dalam hal menghargai adanya aturan-aturan di 
dalam masyarakat, 
2. Mematuhi serta menjalankan perintah yang diberikan supaya segala aturan 
yang dilanggar akan dikenakan sanksi yang berat, 
3. Bersikap dan berbuat secara sadar sesuai dengan aturan yang berlaku.21 
B. WAKAF 
1. Pengertian Wakaf 
Wakaf menurut bahasa berarti “menahan atau berhenti” sedangkan 
menurut istilah wakaf yaitu menahan suatu benda atau harta yang dapat 
diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat 
untuk menuju keridhaan Allah Swt. 
Berwakaf artinya memberikan suatu benda atau harta yang kekal zatnya 
kepada suatu badan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarakat.Seperti mewakafkan tanah, kebun, sawah, bangunan, tambak ikan, 
dan lain sebagainya. 
Wakaf merupakan salah satu bentuk shadaqah yang dianjurkan oleh 
agama, karena manfaatnya sangat besar bagi kepentingan dan pengembangan 
                                                             





siar agama seperti pembangunan sarana pendidikan, rumah ibadah, rumah 
sakit, panti-panti asuhan untuk anak yatim piatu, dakwah agama, bidang 
social, dan lain sebagainya. Demikian pula bagi orang yang berwakaf akan 
mendapatkan pahala yang terus menerus akan mengalir selama benda yang di 




Sabda Rasulallah saw. 
ْنَساُن انْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإَّلَّ ِمْن  َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل ِإَذا َماَت اْْلِ
 َثََلثٍَة ِإَّلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلهُ 
Artinya:Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka 
terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, 




Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa 
Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi’il waqafa, 
yaitu waqafa (fi’il madhy)  – yaqifu (fi’il mudhari) – waqfan (isim masdar) 
yang secara harfiah berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan (lawan 
kata istamara yang artinya berlanjut kata kerja atau fi’ilwaqafa ini adakalanya 
memerlukan objek (lazim).
24
 Dalam perpustakaan sering ditemui synonym 
                                                             
 22Husni Rahim, Fiqih Catur Wulan 2 Untuk Madrasah Aliyah Kelas II, (Jakarta: Departemen Agama R.I 
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), hlm. 23-24 
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waqaf  ialah habs waqafa dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna 
menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat. 
Wakaf berasal dari bahasa arab, waqaf (yang jamaknya awqaf), 
menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan, keridhaan (dedikasi) dan 
pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu kepada satu lembaga yang 
berbasis Islam. Setelahberlangsungnya penyerahan benda wakaf tersebut 
maka dengan demikian benda wakaf tersebut akan ditahan kemudian yang 
diwakafkan itu disebut mauquf. 
Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan wakaf dalam istilah 
ilmu tajwid ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an.Begitu pula bila 
dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau 
bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 
Dalam kitab-kitab fiqih, wakaf berarti pihak yang menyerahkan suatu 
hak milik yang tahan lama zatnya kepada orang lain maupun seseorangan atau 
nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, 
dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan 
ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang 
mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan (nadzir) tetapi 
menjadi milik Allah semata (hak umat).
25
 
Defenisi wakaf secara etimologis adalah menahan harta dan 
memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud 
                                                             





menghentikan seperti telah disebutkan di atas.Maknanya di sini, 




Menurut Muhammad al-Syarbani al-Khatib berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk 
dimanfaatkan disertai dengan kekal zat bendanya dengan memutuskan 
(memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif 
(pengelola) yang dibolehkan adanya. 
Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Muhammad al-Huseini dalam kitab 
Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah 
penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya 
benda (zatnya).Kemudian setelah hal demikian terjadi maka akan dilarang 
untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk 
mendekatkan diri pada Allah Swt. 
Dalam agama Islam banyak ajaran-ajaran yang berhubungan dengan 
sosial, salah satu diantaranya ialah wakaf.Wakaf yaitu menahan sesuatu benda 
yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya guna diberikan kepada jalan 
kebaikan.Wakaf dilakukan atas kehendak sendiri, bukan paksaan.Tidak sah 
wakaf jika dipaksa orang. 
Sesuatu yang diwakafkan harus kekal zatnya, artinya zat barang tersebut 
tidak rusak ketika diambil manfaatnya.Sesuatu yang diwakafkan harus 
                                                             





kepunyaan (milik) sendiri.Wakaf lebih baik dan lebih penting ditujukan untuk 
kemaslahatan umum, misalnya wakaf kepada masjid, panti asuhan, yayasan-
yayasan, yang bergerak dibidang sosial dan lain-lain. 
Wakaf harus tunai (diberikan pada waktu akad), karena wakaf berarti 
pemindahan hak milik pada waktu akad tersebut. Wakaf juga harus pula 
jelaskepada siapa akandiberikan, barang wakaf tidak boleh diperjual belikan 
dan diberikan kepada orang lain, wakaf hanya digunakan untuk mengambil 
manfaatnya. Apabila wakaf tersebut sudah tidak dapat diambil manfaatnya 
lagi, maka wakaf itu boleh dijual, dan uang hasil penjualannya dapat dibelikan 
gantinya. 
Wakaf tidak hanya semata-mata amal sosial seperti berderma, 
bersedekah dan sebagainya, melainkan merupakan suatu amal jariyah. 
Maksudnya yaitu suatu amal yang pahalanya terus menerus diterima oleh 
orang yang berwakaf selama barang yang diwakafkan masih dapat 
dimanfaatkan.  
Seperti sabda Rasulullah saw yang berbunyi: 
ثَ َنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب َوقُ تَ ْيَبُة يَ ْعِِن اْبَن َسِعيٍد َواْبُن  ثَ َنا ِإْْسَِعيُل ُهَو اْبُن َجْعَفٍر َعْن اْلَعََلءِ َحدَّ ُحْجٍر قَاُلوا َحدَّ  
ْنَساُن انْ   َقَطَع َعْنُه َعَمُلهُ َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َماَت اْْلِ  
َصَدَقٍة َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلهُ  ِإَّلَّ ِمْن َثََلثٍَة ِإَّلَّ ِمنْ    
Artinya:Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah 
yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan 





Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka 
terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, 





Wakaf tidak hanya ditujukan kepada lembaga-lembaga Islam saja, 
melainkan boleh ditujukan kepada umum, karena tujuan utama dari wakaf 
adalah kemaslahatan umum.Oleh sebab itu dapat juga berwakaf untuk 
membuat jalan, jembatan, balai pertemuan, sekolah dan sebagainya.
28
 
2. Fungsi Wakaf 
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan 
tujuan wakaf. Seperti halnya yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya 
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan 
ajaran Islam. 
Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya 
mengalir.Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda 
wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si 
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Surah At-Tin ayat 4-6 
                            
                     
Artinya:Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang 
serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan 




3. Dasar Hukum Wakaf 
Dasar umum hukum wakaf adalah sunnah, berdasarkan dalil-dalil wakaf 
bagi kepentingan umat, wakaf merupakan perbuatan yang terpuji dan sangat 
di anjurkan oleh Islam. Salah satu dalil yang menjadi dasar penguat amalan 




Menurut Syafi’i, Malik, dan Ahmad, wakaf adalah ibadah yang 
disyari’atkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat 
Al-Qur’an maupun hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus 
wakaf di zaman rasulallah. Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau 
landasan/dasar hukum wakaf dalam Agama Islam ialah seperti yang terdapat 
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dalam surah Ali Imran ayat 92, surah An-Nahl ayat 97 dan surah Al-Hajj ayat 
77. Sebagai berikut :
32
 
Surah Ali Imran ayat 92 
                            
Artinya:Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 





Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kabajikan yang 
sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang 
dicintainya.Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya 
bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta 
yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai.
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Surah An-Nahl ayat 97 
                           
              
Artinya:Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 
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Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 




Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hal mengerjakan amal 
shalih tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan kecuali 
diperhatikan adalah orangnya tersebut benar-benar mengerjakan amal shalih 
dan dalam keadaan beriman (wa huwa mu’min).Keadaan beriman adalah 
sangat penting dan ini modal dasar sebelum melakukan amal shalih.Pelaku 
amal shalih bisa saja orang yang tidak beriman, namun perbuatan baiknya 
tidak dinilai sebagai ibadah. 
Dalam keterangan lain disebutkan bahwa balasan pada orang yang 
melaksanakan amal shalih di dunia dan di akhirat itu dengan syarat 
beriman.Oleh karena iman itu adalah termasuk salah satu yang disyaratkan 
sahnya dan diterimanya suatu amal shalih dan malah tidak dinamakan amal 
shalih kecuali dengan adanya iman. 
Oleh sebab itu, bagi yang terkumpul padanya iman dan amal shalih, 
Allah memberikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu ketenangan hati dan 
jiwa dan Allah memberikan rezeki yang halal kepadanya.Walaupun 
menurutnya hal tersebut adalah hal yang tidak diduga dan bahkan memberikan 
pahala di akhirat dari sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak 
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didengar oleh telinga dan terlimpas dalam hati manusia (ma la ‘aomim ra-at, 
wa la uzunun sami’at, wa la khathara ‘ala qalbin basyar).
36
 
Surah Al-Hajj ayat 77 
                   




Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan (al-falah), Allah Swt 
memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman agar 
mereka Shalat dan Allah mengukhususkan ruku’ dan sujud karena keutamaan 
keduanya kemudian menyembah Allah.Selanjutnya Allah memerintahkan 
untuk berbuat baik secara umum (waya ‘muruhum bifi’li al-khayr ‘umuman). 
Apabila dalam tafsir terdahulu disebutkan bahwa al-khayr itu adalah 
umum, maka dalam tafsir lain disebutkan maksudnya adalah seperti 
silaturrahim dan akhlak yang mulia (ka-shilah al-rahmi wa makarim al-
akhlak).
38
 Maksudnya adalah agar setiap manusia selalu menjaga 
persaudaraannya dan selalu memiliki akhlak yang baik kepada sesama 
manusia. 
Dasar khusus mengenai amalan wakaf dapat dijumpai dalam kisah-kisah 
para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah saw. Seperti mewakafkan 
hartanya, yakni Umar bin Khattab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nailul 
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Autar karya seorang ulama al-Azhar (Kairo) Syekh Faisal bin Abdul Azis al-
Mubarak sebagi berikut: 
َْْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإِّني َأَصْبُت أَْرًضا ِِبَْيبَ َر ََلْ ُأِصْب َماًَّل  ِِ ََ ِعْنِد  ِمْنُه َََما ََُْمُر بِِه قَاَل ِإْن   َق ُُّّ أَنْ َف
ْقَت ِِبَا قَاَل ََ َتَصدََّق ِِبَا ُعَمُر أَنَُّه ََّل يُ َباُع َوََّل يُوَهُب َوََّل يُوَرُث َوَََصدَّ  َق ِِبَا ِي َحَبْسَت َأْصَلَها َوَََصدَّ
ُْكَل  اْلُفَقَراِء َوِي اْلُقْرََب َوِي الريقَابِ  َوِي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َوالضَّْيِف ََّل ُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَ َها َأْن َي
َر ُمَتَْثيٍل َماًَّل  َر ُمَتَمويٍل قَاَل َََحدَّْثُت بِِه اْبَن ِسريِيَن ََ َقاَل َغي ْ َها بِاْلَمْعُروِف َويُْطِعَم َغي ْ  ِمن ْ
Artinya:"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku 
tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka 
apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau 
berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu 
kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar 
radhiallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana 
tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun 
dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk 
membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu 
tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan 
darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan 
orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; 
"Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia 
berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta 




Maksud dari pernyataan jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan 
sedekahkanlah hasilnya kepada mereka yang membutuhkan (tanah tersebut 
                                                             







 Kemudian jangan mengambil harta dari anak 
yatim yang kemudian digabungkan dengan hartanya. 
Wakaf hukumnya sunnah dan harta yang diwakafkan terlepas dari 
pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah semata-mata, tidak 
boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya 
akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan, karena termasuk 
sedekah jariyah (sedekah yang mengalir pahalanya). 
Rasulullah saw. bersabda: 
ْنَساُن انْ  َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإَّلَّ ِمْن َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َماَت اْْلِ
 َصَدَقٍة َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلهُ َثََلثٍَة ِإَّلَّ ِمْن 
Artinya:Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka 
terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, 





Bagi orang yang telah menyerahkan hak miliknya untuk wakaf, 
hilanglah hak milik perorangan, dan Allah swt.menggantinya dengan pahala 
meskipun orang yang memberikan wakaf (wakif) telah meninggal dunia. 
Ketika harta yang diwakafkannya tersebut masih selalu digunakan manfaatnya 
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maka pahalanya tersebut tidak akan terputus dan bahkan akan terus mengalir 
sampai si wakif  meninggal dunia.
42
 
Sabda Rasulallah saw. 
 َُ َْْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإِّني َأَصْبُت أَْرًضا ِِبَْيبَ َر ََلْ ُأِصْب َماًَّل َق ُُّّ ُهَو أَنْ َف ِِ ِعْنِد  ِمْنُه َََما ََُْمُرِّن بِِه قَاَل ِإْن 
ْقَت ِِبَا قَاَل ََ َتَصدََّق ِِبَا ُعَمُر أَنَُّه ََّل يُ َباُع َأْصُلَها َوََّل يُ ْبَتاُع َوَّل يُو  َرُث َوََّل يُوَهُب قَاَل َحَبْسَت َأْصَلَها َوَََصدَّ
  َوِي الريقَاِب َوِي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َوالضَّْيفِ ََ َتَصدََّق ُعَمُر ِي اْلُفَقَراِء َوِي اْلُقْرََب 
Artinya:Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak 
pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya 
seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta 
ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan 
bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, 
hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, 
dan ia mensedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, 
ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu 
sabil, dan (para) tamu.
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Sedangkan menurutPasal 49 Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 
2004 dijelaskan bahwa:Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau 
dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah 
dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.
44
 
Dari pengertian Pasal 49 Undang-undang ini dapat ditarik kesimpulan unsur-
unsur dari wakaf, yaitu: 
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1. Adanya perbuatan hukum dari wakif; 
2. Pemisahan harta wakif, sebagian atau seluruhnya; 
3. Pemisahan harta wakif itu dilakukan untuk selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu; 
4. Pemisahan harta wakif itu bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat 
sesuai kepentingannya menurut syariah, baik keperluan ibadah maupun 
kesejahteraan umum lainnya. 
4. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf 
Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat 
luas.Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang sangat 
kuat.Karenanya, kata rukn al-syai kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu 
yang menjadi tempat bertumpu. 
Adapun dalam terminology fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap 
menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari 
disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurnaan 
sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.
45
 
Untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat 
wakaf.Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama 
atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu 
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tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau 
tidak nya suatu wakaf. 
Menurut jumhur ulama dari salah satu Madzhab yang berada di wilayah 
Indonesia yaitu Madzhab Syafi’I. Beliau mengatakan bahwasanya rukun 
wakaf sebenarnya mempunyai empat macam atau yang sering didengar adalah 
unsur utama wakaf, yaitu: 
1. Adanya wakif (orang yang berwakaf) 
2. Mauquf (benda/harta yang di wakafkan)   
3. Mauquf alaih (tujuan wakaf atau orang yang diserahi tugas mengurus harta 
wakaf) dan, 
4. Sighat (pernyataan yang diutarakan seorang pewakif sebagai kehendak 
mewakafkan hartanya). Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang 




Wakif juga mempunyai syarat sebagai tolak ukur sahnya pemindahan 
harta.Wakif disyaratkan cakap bertindak dalam memebelanjakan hartanya, 
dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Merdeka, 
2. Berakal sehat atau sempurna 
Wakaf yang dilakukan orang gila, idiot (lemah mental), mumayyiz 
(belum dewasa), berubah akal karena usia, sakit atau kecelakaan, termasuk 
                                                             





wakaf yang dianggap tidak sah. Seorang ahli fiqih ada yang berpendapat 
bahwa wakaf orang yang berada dibawah pengampunan terhadap dirinya 
sendiri selama hidupnya adalah sah, karena bertujuan pengampunan untuk 
menjaga harta wakaf supaya harta tersebut tidak habis dibelanjakan untuk hal-
hal yang tidak perlu atau yang tidak penting dan juga berfungsi untuk 
menjagadirinyaagar tidak menjadi beban bagi orang lain.
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Untuk sahnya amalan wakaf, kita sebaiknya memperhatikan ketentuan 
syarat-syarat wakaf. Agar lebih memahami ketentuan-ketentuannya akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Wakaf tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Artinya wakaf tidak boleh 
dibatasi dengan jangka waktu atau keadaan tertentu. 
2. Harta wakaf harus dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai asetnya. 
3. Harta wakaf bukan sesuatu yang secara alam akan berkurang atau 
menyusut melalui proses pembususkan atau penguapan. 
4. Wakaf bersifat kontan. Artinya apabila seseorang telah menyatakan 
mewakafkan berarti secara kontan harus dipenuhi saat itu juga, tidak boleh 
ditunda, atau menunggu keadaan tertentu. 
5. Wakaf hendaknya harus jelas kepada siapa benda itu diberikan atau 
diwakafkan. 
6. Wakaf merupakan suatu amalan yang terus menerus dan harus 
dilaksanakan, oleh sebab itu wakaf tidak boleh dibatalkan. 
                                                             





Dalam ibadah wakaf ada pula beberapa rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi secara utuh.Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Orang yang berwakaf 
Orang yang mewakafkan harta disebut wakifdengan syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Baligh. Artinya, wakif adalah orang yang mampu mempertimbangkan 
segala sesuatu dengan jernih. Oleh karena itu, hukumnya tidak sah 
apabila wakaf dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang 
kurang waras, dan hamba sahaya. 
b. Tidak punya utang. 
c. Dengan kemauan sendiri atau bukan karena terpaksa oleh sesuatu atau 
seseorang. 
d. Wakaf tidak boleh dibatalkan. 
2. Harta yang diwakafkan 
Harta yang sudah diwakafkan disebut mauquf. Syarat-syarat mauquf 
adalah sebagai berikut: 
a. Zat benda yang diwakafkan adalah tetap, tidak cepat habis, atau rusak 
agar dapat digunakan dalam waktu lama. 
b. Batas-batasnya harus jelas. 






3. Penerima wakaf 
Penerima wakaf disebut mauquf ‘alaih. Syarat-syarat muaquf ‘alaih 
adalah sebagai berikut: 
a. Dewasa, bertanggung jawab, dan mampu melaksanakan amanat. 
b. Sangat membutuhkan dan tidak sah berwakaf kepada pihak yang tidak 
membutuhkannya. 
Selain kepada perseorangan, wakaf dapat diberikan kepada suatu badan 
sosial, yakni kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 
pemeliharaannya dan pengurusan benda wakaf.Seperti Orang atau 
lembaganya disebut nadzir. 
4. Pernyataan wakaf 
Sighat wakaf adalah pernyataan orang yang mewakafkan dan 
merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.Sighat 
dapat dinyatakan dengan lisan atau dengan tulisan.Sighat wakaf harus 
dinyatakan secara jelas bahwa ia telah telah melepaskan haknya atas benda 
tersebut untuk diwakafkan. Ketegasan tersebut diperlukan guna 
menghindari masalah dikemudian hari.
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Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (wakif) ialah 
wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak 
milik tanpa imbalan materi.Orang yang dikatakan cakap bertindak tabarru 
adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. 
                                                             





Dalam fiqih Islam dikenal dengan kata Baligh dan Rasyid, baligh dititik 
beratkan pada umur dan rasyid dititik beratkan pada kematangan 
pertimbangan akal.Maka akan dipandang tepat bila dalam cakap tabarru 
disyaratkan rasyid, yang dapat ditentukan dengan penyelidikan. 
Apabila wakafnya itu sah, maka tempat berwakaf berhak mengambil 
hasilnya, baik manfaat, seperti mendiami rumah. Zat, seperti buah pohon 
yang diwakafkan atau susu hewan yang diwakafkan, sewa wakaf, dan 
sebagainya. Sesunggunya hendaklah diatur menurut aturan (syarat-syarat) 
dari yang berwakaf, sama atau tidaknya terdahulu dan terkemudian. 
Umpamanya dia berkata, “Saya wakafkan ini kepada anak-anak saya 
untuk laki-laki dua kali bagian perempuan, penghasilan pertama untuk 
anak perempuan dan penghasilan tahun kedua untuk anak laki-laki, anak 
saya yang miskin atau yang sekolah tinggi, dan sebagainya”. Semua syarat 
itu wajib dijalankan.  
Kalau tidak ada aturan (syarat) dari yang berwakaf atau tidak diketahui, 
hendaklah dibagi dengan seadil-adilnya, atau dengan perembukan antara 
beberapa orang yang berhak.
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5. Macam-Macam Barang Yang Diwakafkan 
Seperti pada syarat-syarat di atas, barang yang diwakafkan itu harus 
kongkrit.Artinya dapat dilihat wujudnya dan dapat diperhitungkan jumlah dan 
sifatnya.Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang belum tampak. Misalnya 
                                                             





mewakafkan masjid yang belum dibangun atau mewakafkan tanah yang akan 
dibeli. 
Barang wakaf adalah yang bisa bertahan lama, misalnya bangunan, 
tanah, kitab (buku), Al-Qur’annul karim, alat-alat perkantoran kantor/rumah 
tangga (misalnya tikar, bangku, meja dan lain-lainnya). Maka barang yang 
tidak bisa bertahan lama tidak termasuk barang wakaf.Misalnya, beras, 
minuman dan sebagainya.Barang-barang seperti ini termasuk hadiah atau 
infak, atau shadaqah dalam pengertian umum. 
Barang yang diwakafkan juga bukan barang yang terlarang (haram 
zatnya maupun terlarang/haram hakikatnya seperti barang hasil curian.Sebab 
wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat 
banyak, baik untuk beribadah kepada Allah secara langsung (vertical) maupun 
hubungan sesama manusia (horizontal).
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Seseorang tidak sah mewakafkan barang-barang yang cepat rusak 
apabila di manfaatkan, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan segala 
yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan aromatik. 
Disamping itu, seseorang tidak boleh mewakafkan apa yang tidak boleh di 
perjual belikan dalam Agama Islam, seperti binatang babi, anjing, binatang 
buas, dan barang tanggungan (borg).
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Wakaf yang jelas sahnya yaitu kepada orang yang telah ada dan terus-
menerus tidak putus-putusnya. Adapun beberapa macam wakaf yang 
dijelaskan di bawah ini ada 3 (tiga), yaitu: 
a. Putus awalnya, seperti kata seorang, “Saya wakafkan ini kepada anak-anak 
saya, kemudian kepada fakir miskin”, sedangkan dia tidak mempunyai 
anak. Ini tidak sah karena tidak dapat diberikan sekarang. 
b. Putus di tengah, umpamanya seseorang berkata, “Saya wakafkan ini 
kepada anak-anak saya, kepada seseorang dengan tidak ditentukan, 
kemudian kepada orang-orang miskin”. Menurut pendapat yang kuat, 
wakaf ini sah. Diberikan wakaf sesudah tingkatan pertama kepada 
tingkatan ketiga. 
c. Putus akhirnya, umpamanya dia berkata, “Saya wakafkan ini kepada 
beberapa anak A”, dengan tidak diterangkan kepada siapa. Wakaf 
semacam ini sah juga menurut mu’tamad, sesudah habis dari A. sebagian 
ulama berpendapat bahwa hasil wakaf diberikan kepada orang yang paling 
dekat hubungan kerabatnya dengan orang yang berwakaf, karena sedekah 
kepada family lebih utama. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat 
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6. Macam-Macam Wakaf 
Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi 2 (dua) bagian. 
Adapun pembagiannya yaitu sebagai berikut: 
a. Wakaf ahli (khusus) 
Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud 
wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, 
seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, 
seseorang mewakafkan buku-buku yang ada diperpustakaan pribadinya 
untuk turunannya yang mampu menggunakannya. 
Wakaf seperti ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta 
wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. 
Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau 
orang-orang yang ditunjuk  tidak ada lagi yang mampu mempergunakan 
benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau yang ditunjuk untuk 
memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah. 
Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun 
mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf 
yang sesungguhnya, terlebih bila turunannya dimaksud telah berkembang 








b. Wakaf Khairi (umum) 
Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk 
kepentingan-kepentingan umum. Kemudian hal tersebut tidak ditujukan 
kepada orang-orang tertentu. 
Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf 
yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya 
akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia. Apalagi selama harta 
tersebut masih dapat diambil manfaatnya. 
Wakaf khairi lebih sejalan dengan amalan wakaf sebenarmya, wakaf 
termasuk ibadah yang pahalanya terus mengalir meskipun yang 
bersangkutan telah meninggal dunia. Selama harta benda wakaf masih 
memberikan manfaat kepada orang banyak. 
Berdasarkan uraian di atas mengenai wakaf ahli dan wakaf khairi 
diperoleh kesimpulannya bahwasanya wakaf khairi lebih bersifat umum 
yakni bermanfaat bagi orang banyak sehingga akan jarang menimbulkan 
fitnah di kemudian hari. Sebaliknya pula wakaf ahli ini rentan terhadap 
sengketa dalam hal keluarga.
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7. Syarat-Syarat Wakif 
Wakif merupakan orang yang diberi kuasa untuk menggantikan orang 
lain, dalam wakaf terkadang wakif mensyaratkan sesuatu, baik satu maupun 
berbilang. Wakif dibolehkan menentukan syarat-syarat penggunaan harta 
                                                             





wakaf, syarat-syarat tersebut harus dihormati selama sejalan dengan ajaran 
Agama Islam.Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk 
mendirikan pesantren khusus laki-laki, syarat seperti itu harus dihormati 
karena sejalan dengan ketentuan-ketentuan syara’. 
Apabila syarat-syarat penggunaan harta benda wakaf bertentangan 
dengan ajaran Islam, wakafnya akandipandang sah oleh hukum, akan tetapi 
syaratnya akan dipandang batal oleh hukum. Misalnya, seseorang telah 
mewakafkan sebidang tanah untuk masjidjami’, dengan syarat hanya 
dipergunakan oleh para anggota perkumpulan tertentu, maka wakafnya 




Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan 
pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. 
Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya ada petunjuk dari Al-
Qur’an untuk menulisnya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 
disebutkan: 
                               
      
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, 
dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar 
                                                             





Selanjutnya dalam ayat 282 tersebut Allah menegaskan lagi 
                              
             
Artinya: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 
besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil disisi 




Makna dari kata Faktubuh di atas adalah agar ketika seseorang yang 
membuat perjanjian di dalam bermuamalah haruslah mempunyai suatu bukti 
yang tertulis sebagai penguat di dalam perjanjian tersebut. Ketika telah ada 
bukti tertulis berupa perjanjian diantara pihak-pihak yang terkait maka hal-hal 
yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. 
Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan 
PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama 
Republik Indonesia untukmembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Maksud dengan 
pejabat di dalam kalimat adalah orang yang diberikan tugas dankewenangan 
yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalahbukti 
pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya 
gunadikelola Nazhir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda 
wakaf yangdituangkan dalam bentuk “akta”. 
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Maksud dengan “akta” adalah surat yang diberi tanda tangan,yang 
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang 
dibuatsejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah 
satu alatbukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam pasal 138, 165, 167 
HIR; 164, 285-305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW.  
Keharusan ditandatanganinya suatu aktadidasarkan pada ketentuan pasal 
1869 BW, dengan tujuan untuk mengindividualisirsuatu akta sehingga dapat 
membedakan dari satu akta dengan akta yang lainnya. Maksud dengan 
penandatangan dalam akta adalah membutuhkannama dari si penanda tangan, 
sehingga membutuhkan paraf (singkatan tanda tangan). Jadi dapat ditarik 
kesimpulannya bahwa PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh 
MenteriAgama. 
Jumlah PPAIW yang berada di Daerah Labuhanbatu berjumlah hanya 
ada 1 kantor. Di tempat tersebutlah para pengurus wakaf mengurus, 
menyelesaikan dan mengamankan harta benda wakaf dalam bentuk akta 
otentik. 
9. Tata Cara Ikrar Wakaf 
Tata cara Ikrar Wakaf telah di atur di dalam Pasal 49 Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam Undang-undang tersebut 
telah di jelaskan bagaimana tata cara ikrar wakaf yang sesuai denga prosedur 





Berdasarkan Pasal 17, tentang pelaksanaan ikrar wakaf yang sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Baik pernyataan secara tulisan 
maupun secara tulisan, yang dijelaskan sebagai berikut; 
(1). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapanPPAIW 
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 
(2). Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan 
dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 
Berdasarkan Pasal 18 dijelaskan bahwa, Dalam hal Wakif tidak 
dapatmenyatakan ikrar wakaf secara lisanatau tidak dapat hadir dalam 
pelaksanaan ikrar wakaf karena alasanyang dibenarkan oleh hukum, Wakif 
dapat menunjuk kuasanyadengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) 
orang saksi. 
Berdasarkan Pasal 19 dijelaskan bahwa; Untuk dapat melaksanakan 
ikrar wakaf, wakif atau kuasanyamenyerahkan surat dan/atau bukti 
kepemilikan atas harta bendawakaf kepada PPAIW. 
Berdasarkan Pasal 20 dijelaskan tentang syarat-syarat seorang saksi 
yang sah dianggap oleh Hukum. Saksi dalam ikrar wakaf yang tertera di 
dalam hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Dewasa; 
b. Beragama Islam; 
c. Berakal sehat; 





Berdasarkan Pasal 21 tentang identitas-identitas dari Wakif maupun 
Nadzir yang keterangannya sesuai dengan data yang sebenarnya. Seperti yang 
akan dijelaskan sebagai berikut: 
(1). Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 
(2). Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit 
memuat : 
a. Nama dan identitas Wakif; 
b. Nama dan identitas Nazhir; 
c. Data dan keterangan harta benda wakaf; 
d. Peruntukan harta benda wakaf; 
e. Jangka waktu wakaf. 
(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimanadimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
10. Pendaftaran Tanah Wakaf 
Telah diatur didalam Undang-undang perwakafan Pasal 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, dan 39 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwasanya 
Berdasarkan Pasal 32 dijelaskan tahapan pertama ketika ingin 
mendaftarkan tanah wakaf, yaitu PPAIW atas nama Nadzir mendaftarkan 
harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) 





Berdasarkan Pasal 33, pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi 
yan berwenang harus dilakukan PPAIW, bukan dilakukan oleh wakif maupun 
Nadzir. Kemudian berkas-berkas yang diperlukan sebagai berikut: 
(1). Salinan akta ikrar wakaf, 
(2). Surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait 
lainnya. 
Berdasarkan Pasal 34 mengenai penerbitan bukti tanah wakaf telah 
dijelaskan tentang Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran 
harta benda wakaf. 
Berdasarkan Pasal 35 telah dijelaskan tentang; Bukti pendaftaran harta 
benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh 
PPAIW kepada Nazhir. 
Berdasarkan Pasal 36 telah dijelaskan; Dalam hal harta benda wakaf 
ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan 
kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas 
harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. 
Berdasarkan Pasal 37 tentang badan hukum yang berhak 
mengadministrasikan harta benda wakaf yaitu ; Menteri dan Badan Wakaf 





Berdasarkan Pasal 38 telah dibahas tentang cara mengumumkan harta 
benda wakaf, yaitu Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan 
kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. 
Berdasarkan Pasal 39 tentang; Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, 




Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada 
Nadzir. Baik berupa salinan ikrar wakaf maupun surat-surat sebagai bukti 
kepemilikannya. 
Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006 
tentang pembuatan akta ikrar wakaf. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi 
kita semua agar menjalankannya, yang mempunyai bunyi sebagai berikut: 
"Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi 
persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat 
satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah 
lainnya." 
Menurut Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 telah dicantum tentang 
pendaftaran tanah wakaf yang harus dipraktekkan. Agar lebih memahaminya 
akan disebutkan sebagai berikut: 
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(1). Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhiruntuk kepentingan pihak 
yang dimaksud dalam akta ikrarwakaf sesuai dengan peruntukannya. 
(2). Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan 
kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf. 
(3). Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan hartabenda wakaf yang 
bersangkutan. 
Ketika ingin mendaftarkan tanah wakaf harus terlebih dahulu melalui 
tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Tata cara perwakafan tanah milik 
yaitu sebagai berikut: 
1. Calon wakif atau pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus 
datang kehadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk 
melaksanakan ikrar wakaf. 
2. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara 
lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disyahkan dihadapan 
PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan 
menuangkannya dalam bentuk tulisan atau surat. 
3. Calon wakif yang tidak datang dihadapan PPAIW membuat ikrar wakaf 
secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama yang 
mewilayahi tanah wakaf dan dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW 





4. Tanah yang diwakafkan baik seluruhnya maupun sebahagian harus 
merupakan tanah miliknya dan dana harus bebas dari beban ikatan, 
jaminan, sistem atau sengketa dan lainnya. 
5. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya, PPAIW membuat akta ikrar wakaf 
dewasa dan sehat akal. 
Segera setelah ada ikrar wakaf, PPAIW membuat akta ikrar wakaf 
tanah, dan sebelum melaksanakan ikrar wakaf. Calon wakif harus membawa 
serta menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut: 
1. Sertifikat hak milik atau sertifikat sementara pemilikan tanah apabila yang 
asli belum ada (Model E). 
2. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang 
menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu 
perkara dan dapat diwakafkan. 
3. Izin dari Bupati ataupun Walikota Kepala Subsid Agraria setempat 
Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nadzir 
melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan 
Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah 
peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara 
pendaftaran harta benda wakaf. 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran 
harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat. Supaya harta 





Sebelumnya berdasarkan seiring dengan hal itu UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN 1960 No. 104) 
memberikan pengaturan khusus akan masalah ini. Dalam pasal mengenai 
kewajiban pembentuk undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang 
bersandarkan pada hukum Agama. 
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, 
UUPA telah menggariskan adanya keharusan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh tanah air. Untuk melaksanakan hal 
tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 




Nadzir adalah kelompok orang atau Badan Hukum Indonesia yang 
diserahi tugas pemeliharaan pengurusan wakaf dan mengurus ataupun 
mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Dalam hal ini nadzir 
mempunyai hak dan kewajibannya, yaitu: 
1. Hak Nadzir 
a. Nadzir berhak menerima penghasilan dari tanah wakaf yang ditentukan 
oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/KEMENAG dengan 
tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf. 
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b. Nadzir dalam hal menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas 
yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen 
Agama Kabupaten/KEMENAG. 
2. Kewajiban Nadzir 
Kewajiban Nadzir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan 
wakaf dan hasilnya. Diantara kewajibannya yaitu antara lain: 
a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf. 
b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha 
meningkatkan hasilnya. 
c. menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.58 
11. Tujuan Wakaf 
Wakaf harus mempunyai tujuan yang dituju untuk lebih bermanfaat bagi 
orang banyak. Adapun tujuan wakaf yang harus kita pahami yaitu ada dua 
macam, yaitu: 
a. Untuk mencari keridhaan Allah SWT., termasuk didalamnya segala macam 
usaha menegakkan Agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat 
ibadahkaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, 
penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan lain-lain sebagainya. Tujuan ini 
merupakan tujuan utama dari wakaf, karena itu seseorang tidak dapat 
mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan 
kepentingan Agama Islam, seperti untuk mendirikan  rumah ibadah agama 
                                                             





lain selain agama Islam, membantu pendidikan agama selain agama Islam. 
Demikian pula harta wakaf tidak dikelola dalam usaha-usaha yang 
bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti usaha peternakan babi, 
modal mengadakan lotre, membangun atau modal pabrik minuman keras 
(khomar) yang tidak ada manfaatnya bagi agama kita dan sebagainya. 
b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, 
apakah ia orang Islam atau bukan, membantu orang terlantar, karib kerabat, 
mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim, menditikan rumah 
ibadah bagi Agama Islam dan sebagainya. 
Walaupun tidak banyak disebutkan dengan tegas seluruhnya tentang 
tujuan wakaf, namun dapat dipahamkanbahwa wakaf yang besar pahalanya 
ialah wakaf dengan tujuan yang pertama dan tujuan kedua yang tertera di atas 
tersebut. Wakaf dengan bertujuan untuk melaksanakan perbuatan mubah yang 
lainnya tentulah lebih kurang baik pahalanya dari kedua tujuan di atas, kecuali 




12. Hikmah Wakaf 
Tidak ada satu titik pun ajaran Islam yang tidak memiliki nilai guna, 
apalagi yang sia-sia. Semua ajaran Islam termasuk dalam hal pensyariatan 
wakaf, pasti memiliki banyak manfaat yang berlipat ganda, baik untuk siwakif 
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dan lebih-lebih bagi kepentingan umat dan bahkan kepentingan umat manusia 
secara keseluruhan, begitu penting kedudukan wakaf ini dalam 
mensejahterakan umat baik lahir maupun batin. 
Secara umum dan ringkas, hikmah wakaf (nilai/dampak positif wakaf) 
dapat dilihat dari sudut kepentingan si wakif (peorangan  maupun lembaga) 
disatu pihak dan kepentingan umum utamanya umat Islam dipihak lain. 
Manfaat wakaf bagi wakif ialah bahwa wakif melalui harta benda wakafnya 
itu akan menikmati aliran pahala secara terus menerus sebagai imbalan dari 
sedekah jariyah (sedekah yang terus mengalir pahalnya) yang ia atau mereka 
wakafkan meskipun si wakaf itu sendiri telah berpulang ke 
rahmatullah.
60
Diantara Hikmahnya yaitu: 
a. Untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan dan 
kelangsungan agama Islam disuatu daerah, seperti membangun rumah 
ibadah, sarana pendidikan (sekolah-sekolah ataupun pesantren), rumah 
sakit, dan kepentingan umum lainnya. 
b. Memberi kesempatan pada orang Islam untuk beramal jariah yang relative 
lama dimanfaatkan oleh umat Islam. 
c. Bagi orang yang memberi wakaf akan mendapat pahala terus menerus 
meskipun ia telah meninggal dunia, demi kemajuan dan kejayaan agama 
Islam pada masa yang akan datang. 
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Peranan harta wakaf sangat besar dalam pembangunan Negara.Memang 
kalau setiap orang Islam bersedia mewakafkan sebagian besar harta bendanya 
menurut kemampuan masing-masing masyarakat akan maju dan makmur.
61
 
Sebenarnya banyak sekali hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil 
dari wakaf yang dilakukan.Diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Mendidik manusia untuk bershadaqah dan selalu mengutamakan 
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. 
b. Membantu, mempercepat perkembangan agama Islam, baik sarana maupun 
prasarana umum berbagai perlengkapan yang diperlukan dalam 
pengembangan agama. 
c. Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau 
memecahkan berbagai permasalahan yang timbul. 
d. Dapat membantu dan mencerdaskan masyarakat, misalnya wakaf buku, 
kitab, Al-Qur’an, dan lain-lainnya. 




13. Peran KUA Dalam Wakaf 
Kantor Urusan Agama mempunyai peran di dalam perwakafan yang 
dilakukan oleh seseorang kepada suatu Lembaga Hukum. Seperti yang telah 
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tertera di dalam PP Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006, 
yaitu sebagai berikut: 
Berdasarkan Pasal 6 dijelaskan tentang pemberhentian seorang Nadzir 
dari jabatannya tersebut. Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
(1). Apabila diantara Nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nadzir yang ada harus 
melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan 
kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya 
Nadzir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nadzir tersebut akan 
ditetapkan oleh BWI. 
(2). Dalam hal diantara Nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu 
terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nadzir yang 
ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif 
sudah meninggal dunia. 
(3). Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nadzir melalui Kantor 
Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan 
BWI di provinsi/kabupaten/kota. 
(4). Apabila Nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar 





inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak 
mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir. 
Berdasarkan Pasal 7 dijelaskan tentang persyaratan yang diperlukan 
untuk sesorang yang ingin mendaftar sebagai seorang Nadzir. Untuk lebih 
memahaminya akan dijelaskan sebagai berikut: 
(1). Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui 
Kantor Urusan Agama setempat. 
(2). Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nadzir dilakukan melalui Kantor 
Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan 
BWI di provinsi/kabupaten/kota. 
(3). Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nadzir 
perseorangan; 
b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota 
letak benda wakaf berada; 
c. Memiliki: 
1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 
2. Daftar susunan pengurus; 





4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 
5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari 
kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 
(4). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan 
pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 







A. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, menuru 
tLexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya. Secara holistik, 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
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Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang 
langsung terjun kelapangan tanpa perantara orang lain dengan cara 
mewawancarai masyarakat yang berada di tempat yang ingin wawancarai. 
Dengan begitu maka akan mendapatkan hasil yang inginkan untuk kepentingan 
tugas atau keperluan yang dibutuhkan, dengan demikian akan membantu peneliti 
untuk menyelesaikannya. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan 
Kabupaten Labuhanbatu, yang dimulai padabulan November 2017 sampai 
dengan selesai. Kemudian meneliti langsung kelapangan setelah adanya keluar 
surat Research dari Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN 
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Padangsidimpuan untuk diberikan kepada Kepala Desa dan KUA untuk 
menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan peneliti. 
C. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut 
Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata 
dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik
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1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang 
diteliti. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda 
bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. 
Baik berupa buku-buku (maupun kitab), koran, majalah dan yang lainnya, 
yang terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
                                                             





perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, bahan 
hukum primer penelitian ini terdiri dari: 
- Al-Qur'an 
- Al-Hadits 
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf 
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan Pengadilan.
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 Bahan hukum primer 
penelitian ini antara lain: 
(1). Perwakafan Tanah di Indonesia, karya Adijani Al-Alabij. 
(2). Hukum Wakaf di Indonesia, karya Abdul Halim. 
(3). Hukum Islam di Indonesia, karya Ahmad Rofiq. 
(4). Wakaf & Pemberdayaan Umat, karya Bahdin & Farid Wadji. 
(5). Hukum Wakaf, karya Didin Hafidhuddin & Muhammad Syafii 
Antonio 
 
                                                             





c. Bahan Hukum Tertier 
Bahan Hukum Tersier adalah bahan Hukum yang berfungsi menjelaskan 
Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Dalam hal ini, Bahan 
Hukum Primer penelitian ini terdiri dari: 
(1). Kamus Hukum, karya J.C.T. Simorangkir, dkk. 
(2). Kamus Arab-Indonesia, karya Mahmud Yunus. 
(3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, karya 
Hasaruddin Umar. 
D. Tehnik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan2 (dua) instrumen pengumpulan data yang 
dapat menjadi referenceatau sebagai bahan yang menjadi panutan di dalam 
tehnik pengumpulan data. Sebagai penguat suatu pengumpulan data adalah 
sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah situasi peran pribadi beratatap muka, ketika 
pewawancara mengajukan pertanyaan. Kemudian dirancang untuk 




Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan 
kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa Pangkatan dan Masyarakat 
                                                             





Pangkatan untuk lebih mengetahui tentang sertifikat tanah wakaf yang tidak 
disertifikatkan. Dengan begitu peneliti memperoleh jawaban yang dibutuhkan. 
2. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan 
harian, cenderamata, laporanartefak, dan foto
67
. 
E. Tehnik Penjamin Keabsahan Data 
Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan triangulasi. Triangulasi yang dimaksudkan untuk meliha 
tkonsistensi data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman peneliti 
terhadap apa yang telah ditemukan.  
Penggunaan tehnik triangulasi dilakukan dengan metode wawancara, 
observasi, dan survei. Agar informasi yang didapat diketahui kebenarannya dan 
tidak diragukan apabila informasi ketika si peneliti melakukan penelitian agar 
tidak diragukan kebenarannya. Tehnik pengumpulan data triangulasi tidak boleh 
didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan 
data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan 
tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan dokumen tertulis atau 
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F. Tehnik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang 
diperoleh dari lapangan secara kualitatif. Analisis data merupakan proses 
pencarian dan penyusunan secara sistematik transkip interview, catatan lapangan 
dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman 
peneliti terhadap apa yang ditelitinya. 
Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk 
menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman 
kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan 
bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif 
yaitu sebagai berikut: 
1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang 
sistematis. 
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih 
kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. 
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil 
pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. 
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa 




                                                             







A. Data Geografis 
1. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Penduduk 
Secara Demografi (Ilmu kependudukan) Desa Pangkatan merupakan 
salah satu  Desa yang ada di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu 
Provinsi Sumatera Utara yang dipipimpin oleh Kepala Desa yang bernama 
Abdul Halim. Masyarakat Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu rata-rata bersuku jawa, batak, melayu, minang, aceh dan suku 
lainnya, seperti tabel di bawah ini : 
Tebel I 
Persentase  Penduduk Menurut suku bangsa 
No Suku Bangsa Jumlah Persentase 
1 Melayu 60 0,94% 
2 Batak 2902 45,51% 
3 Minang 37 0,58% 
4 Jawa 3147 49,35% 
5 Aceh 10 0,15% 
6 Lainnya 221 3,47% 
JUMLAH 6377 100% 
 
 
Masyarakat Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu masih terpengaruh dengan sistem yang dipakai oleh orangtua 
yang terdahulu, oleh sebab itu tingkat pemahaman dan kesadaran hukum 
masyarakat Pangkatan kurang baik dan pengaplikasiannya masih belum 






ada kesadaranhukum kepada masyarakat Pangkatan untuk mensertifikatkan 
tanah wakafnya 
Hal ini sudah terbukti dengan adanya kasus tentang tanah wakaf yang 
belum disertifikatkan di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu yang sudah terbukti bahwasanya masih banyak masyarakat yang 
acuh tak acuh.Bahkan mereka tidak memperdulikan dalam hal mensertifikatkan 
tanah wakafnya, disebabkan masyarakat belum sepenuhnya sadar akan 
pentingnya pensertikatkan tanah wakaf. 
Demikian kondisi Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan 
Kabupaten Labuhanbatu yang masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan 
orangtua mereka terdahulu. Oleh sebab hal tersebut mengakibatkan masyarakat 
Pangkatan tidak mempunyai jiwa kesadaran akan pentingnya hukum dalam hal 
pensertikatkan tanah wakaf. 
2. Jumlah Penduduk dan Agama Warga Desa Pangkatan 
Jumlah penduduk Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu berjumlah 6377 jiwa, terdiri dari laki-laki3266 dan perempuan 
3111 orang yang tersebar pada 1312 Kepala Keluarga.Untuk lebih mengetahui 
penduduk yang berada di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu berikut adalah keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur 








Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 
No Umur L P Jumlah 
1 0-4 238 291 529 
2 5-9 356 312 668 
3 10-14 335 299 634 
4 15-19 457 428 885 
5 20-24 268 309 577 
6 25-29 274 292 566 
7 20-34 337 313 650 
8 35-39 220 276 496 
9 40-44 184 143 327 
10 45-49 222 197 419 
11 50-54 158 142 290 
12 55-59 89 63 152 
13 60-64 52 42 94 
14 65+ 36 54 90 




 Keadaan Penduduk Menurut Agama 
No Agama Jumlah Persentase 
1 Islam 4519 70,86% 
2 Protestan 1511 23,69% 
3 Khatolik 315 4,95% 
4 Hindu 2 0,02% 
5 Budha 11 0,18% 
6 Lainnya 19 0,30% 
JUMLAH 6377 100% 
 
Buku Induk Kependudukan Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan 






3. Pekerjaan Penduduk Warga Desa Pangkatan 
Pekerjaan penduduk di Desa Pangkatan sangat beragam jenis. Ketika saya 
meninjau dari pekerjaan penduduk Desa Pangkatan sebagian besar pekerjaan 
mereka adalah petani, guru, PNS, pedagang, perkebunan, sebagai berikut: 
Tabel IV 
Persentase Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
No Pekerjaan Jumlah KK Persentase 
1 Petani 375 28,58% 
2 Guru 349 26,61% 
3 PNS 117 8,91% 
4 Pedagang 73 5,56% 
5 Perkebunan 398 30,34% 
JUMLAH 1312 100% 
 
4. Pendidikan Penduduk Warga Desa Pangkatan 
Ketika saya meninjau dari pekerjaan penduduk Desa Pangkatan sebagian 
besar pendidikan mereka adalah SD, SLTP, SLTA, DI/II/II, dan SI/II, untuk 




Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
No Pendidikan Jumlah 
1 Taman Kanak-Kanak 107 
2 SD 1867 
2 SLTP 1948 
3 SLTA 1381 
4 DI/II/II 759 
5 SI/II 315 
JUMLAH 6377 
                                                             
70Buku Induk Kependudukan Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 





B. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Mensertifikatkan 
Tanah Wakaf 
1. Masyarakat yang Mengetahui dan Memahami  
Menurut Bapak Muhammad Yatim bahwasanya Wakaf merupakan 
menahan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk 
dipergunakan bagi kepentingan masyarakat tanpa ada unsur pribadi, dan 
kedudukannya bersifat jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang 
telah dilakukan diantara mereka.
71
 
Bapak Muhammad yatim merupakan Kepala Kantor Urusan Agama yang 
sudah mengetahui tentang masalah-masalah yang menyangkut perwakafan, jadi 
tidak diherankan apabila beliau mengerti akan hukum mensertifikatkan tanah 
wakaf, karena memang sudah termasuk ruang lingkup kajian beliau mengenai 
perwakafan. 
Menurut Ibu Siti Mahalen mengenai hukum mensertifikatkan tanah 
adalah sunah, karena hal tersebut merupakan sebuah perbuatan ibadah yang 
dilakukan dengan ikhlas oleh seseorang yang mewakafkan tanahnya, dan akan 
mendapat balasan pahala yang setimpal sebagaimana yang telah seseorang yang 
berwakaf perbuat untuk membantu kesejahteraan umum dan bukan untuk 
kepentingan pribadi seseorang. 
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Salah satu alasan tidak disertifikatkan karena bersifat menghabiskan 
uang, dan juga dikarenakan tanah wakaf tersebut sudah turun temurun sehingga 
bagi beliau tidak perlu lagi disertifikatkan.
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Ibu Siti Mahelan merupakan masyarakat di Desa Pangkatan yang hanya 
tamatan Madrasah Aliyah Negeri, akan tetapi walaupun demikian ketika beliau 
masih muda beliau sangatlah gemar dalam membaca buku-buku yang 
membahas tentang kajian agama dan kajian-kajian lainnya yang dapat 
menambah pemahamannya, jadi tidak diherankan apabila beliau berpendapat 
seperti yang dijelaskan oleh beliau. 
Sedangkan menurut Bapak Saddam Syarif tentang hukum 
mensertifikatkan tanah wakaf adalah wajib (bukan wajib menurut hukum islam 
akan tetapi menurut kajian umum), karena dikhawatirkan ada pihak-pihak lain 
yang mengaku bahwasanya tanah wakaf tersebut milik seseorang yang 
mengaku bahwa tanah wakaf tersebut adalah miliknya, jadi untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan alangkan lebih baiknya tanah 
wakaf tersebut didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi 
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Bapak Saddam Syarif merupakan seorang dosen yang mengajar disalah 
satu kampus yang bernama Universitas Labuhanbatu, yang terletak di 
Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di Kota Rantauprapat, sekaligus seorang 
guru yang mengajar di Sekolah Dasar, jadi tidak diherankan apabila beliau 
berpendapat seperti yang telah dijelaskan, karena beliau adalah seorang dosen 
sekaligus guru yang sedikit banyaknya pasti sering berbagi ilmu dengan rekan-
rekannya baik disekolahan sesama guru maupun ketika beliau mengajar 
dikampus sesama dosen. 
Manfaat dan ataupun tujuan dalam pensertifikatkan tanah wakaf adalah 
untuk kepentingan seluruh masyarakat dan Negara yang bertujuan untuk 
kemaslahatan bersama, apalagi hal tersebut bisa membantu dalam membangun 
umat Islam menjadi lebih baik dari yang sebelumnya untuk kedepannya, 
apalagi ketika telah menjadi tanah wakaf maka pahalanya akan didapatkan oleh 
yang mewakafkan tanah tersebut, kemudian pahalanya tidak akan pernah putus-
putus walaupun sampai orang yang berwakaf (wakif) meninggal dunia, selagi 
tanah wakafnya masih dijalankan dengan baik untuk kebaikan bersama, dan 




Ibu Nur Jannah merupakan masyarakat di Desa Pangkatang yang sangat 
aktif di dalam suatu pengajian, beliau termasuk masyarakat yang sangat rutin 
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dalam mengikuti pengajian-pengajian yang berada di Desa Pangkatan, sehingga 
ilmu agama yang beliau dapatkan di pengajian-pengajian yang beliau ikuti 
bertambah terus menerus, dan akhirnya beliau bisa berpendapat sebagaimana 
yang telah dijelaskan.  
Ketika orang yang berwakaf (Wakif) ingin menyerahkan tanah wakafnya 
kepada orang yang menerima wakaf (Nadzir) haruslah ada yang namanya 
pengucapan ikrar wakaf atau perkataan untuk mewakafkan tanah wakaf, karena 
hal tersebut merupakan salah satu bentuk syarat sahnya pemindahan hak milik 
harta benda kepada seseorang kepada orang lain maupun pihak lain (suatu 
lembaga) agar harta benda yang berbentuk tanah wakaf  bisa dipindah 
tangankan kepada orang lain, apabila tidak ada ikrar wakaf ketika menyerahkan 
tanah wakaf tersebut maka harta benda berbentuk tanah wakaf tersebut tidak 
akan sah hukumnya.  
Lafadz pengucapan ikrar wakaf atau perkataan untuk memindah 
tangankan hak kepemilikannya hanya sedikit dan bahkan sangat mudah untuk 
diucapkan oleh orang yang berwakaf (wakif), contohnya saja “pada hari ini, 
hari senin tanggal 03 Februari 2020 saya mewakafkan tanah hak milik saya 
seluas 10 m panjang 10 m lebar 10 m, terletak diantara batas-batasan antara 
sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan, untuk 
membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, untuk kemaslahatan 





Ketika ingin menyerahkan tanah wakaf harus ada bukti tanda penyerahan 
tanah wakaf tersebut. Agar penyerahan tanah wakaf itu dianggap sah menurut 
hukum yang berlaku di Indonesia, maka harus ada bukti yang tertera sebagai 
lampiran bahwasanya tanahnya tersebut merupakan tanah wakaf yang telah 




2. Masyarakat yang Tidak Mengetahui dan Memahami 
Bagi masyarakat di Desa Pangkatan setempat yaitu ibu Rosliani 
bahwasanya wakaf hanya merupakan suatu aktivitas ibadah saja, tanpa 
memahami maupun mematuhi bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa hukum 
yang sangat penting. Oleh karena itu dalam melakukan praktek perwakafan 
masyarakat selalu berpatokan kepada orangtua mereka yang terduhulu, apalagi 
bagi seorang ahli waris tanah wakaf mengatakan bahwasanya tanah wakaf yang 
diwakafkan sudah lama  berada di Desa Pangkatan dan tidak perlu 
disertifikatkan lagi dan bagi beliau juga mensertifikatkan tanah wakaf tidaklah 
penting baginya. 
Terlebih lagi sebelum wafatnya wakif, ahli waris tidak pernah 
mempermasalahkan tentang hal tanah wakaf yang diwakafkan orangtua mereka 
karena tidak disertifikatkan. Ahli waris hanya beranggapan bahwasanya tanah 
wakaf yang telah diwakafkan oleh orangtuanya akan menjadi amal ibadah yang 
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sangat besar manfaatnya kepada orangtuanya, karena akan terus menerus 
mengalir pahalanya ketika tanah wakaf yang tekah diwakafkan dimanfaatkan 
dan dijalankan dengan baik.
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Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa wakaf 
merupakan salah satu instrumen ekonomi yang berdimensi sosial bagi masyarakat. 
Berkaitan dalam hal tersebut bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa hukum, 
akan tetapi kebanyakan dari masyarakat di Desa Pangkatan masih banyak yang 
tidak memahami akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf, padahal apabila 
masyarakat mengetahui bahwasanya pelaksanaan tanah wakaf telah diatur dalam 
UU No 41 Tahun 2004 maka masyarakat akan memahami akan pentingnya 
pendaftaran tanah wakaf. 
Di Desa Pangkatan pula banyak yang mengetahui dan memahami akan 
pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf, akan tetapi hanya sebahagian yang 
menjalankan dan mengaplikasikan pensertifikatan tanah wakaf, menurut 
masyarakat pangkatan mensertifikatkan tanah wakaf hanya akan membuang harta 
saja, karena kebutuhan hidup sehari-hari masih dalam kategoti kekurangan, jadi 
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C. Kepatuhan dan Sikap Masyarakat dalam Mensertifikatkan Tanah Wakaf 
1. Kelompok yang Patuh dan Bersikap dalam Mensertifikatkan Tanah 
Wakaf 
Masyarakat yang sadar akan pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf 
adalah Ustadz Azhariadi Nasution dan Ustadz Zainul Akbar, mereka 
mengatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang mensertifikatkan tanah wakaf 
hanya sebatas saja. Ustadz Azhariadi telah memberikan pesan kepada 
masyarakat di Desa Pangkatan agar seseorang yang memahami akan 
pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf untuk memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat agar mengetahui hukum mensertifikatkan tanah wakaf, dan 
peran Kantor Urusan Agama sangat diperlukan bagi masyarakat, agar 
masyarakat bisa melaksanakan praktek wakaf sebagimana mestinya, apalagi 
atas dasar tersebut perlu diadakan langkah-langkah dalam rangka penertiban 
tanah-tanah wakaf, mengadakan penyuluhan dan penerangan kepada 




Kemudian Ustadz Zainul Akbar menambahi beberapa pesan yaitu "oleh 
sebab itu masyarakat perlu secara bersama-sama memelihara hak benda tanah 
wakaf, membentuk tim koordinasi penertiban tanah wakaf, mengadakan 
supervise perwakafan tanah milik, mengadakan safari wakaf terpadu, dan yang 
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paling penting adalah mengusahakan peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat 
yang terkait dalam kepengurusan tanah wakaf agar bisa melaksanakan 
pendaftaran tanah wakafnya secara tertib dan efisien dan masyarakat bisa peduli 
akan sangat pentingnya pendaftaran tanah wakaf, kemudian hak benda wakaf 




2. Kelompok yang Tidak Patuh dan Tidak Bersikap dalam Mensertifikatkan 
Tanah Wakaf 
Kepatuhan dan sikap Masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakafnya 
sebenarnya mempunyai faktor-faktor yang menjadi kendala pensertifikatkan 
tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu 
dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya 
pensertifikatkan tanah wakaf, mereka menganggap bahwasanya 
pensertifikatkan tanah wakaf tidak penting, apalagi masyarakat di Desa 
Pangkatan termasuk masyarakat pedalaman yang masih memakai sistem dari 
orang-orang yang terdahulu (orang-orang tua yang hidup pada zaman dahulu), 




Sebenarnya mereka ingin mensertifikatkan tanah wanah wakafnya, akan 
tetapi karena tidak mempunyai dana untuk mendaftarkannya menjadi kendala 
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dan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan ini, apalagi 
kalau pada zaman sekarang ini sangat sulit untuk mencari uang, lebih baik 
mengurus hal yang lain daripada mendaftarkan tanah wakaf. Apalagi untuk saat 
ini sudah tidak ada rencana untuk mensertifikatkan tanah wakaf agar 
terdapaftar, karena tanah wakaf tersebut sudah ada sejak dahulu, selain itu yang 
mewakafkan tanah wakaf adalah orangtua mereka, sedangkan mereka hanya 
ahli waris, jadi untuk apa membuang waktu untuk mengurus tanah wakaf. 
Kendala pensertifikatkan tanah wakaf adalah dikarenakan banyak sekali 
peraturannya dan bagi mereka itu adalah hal yang memberatkan saja, selain itu 
pihak yang mengurus pendaftaran tanah wakaf meminta uang sebagai ganti 
mendapatkan sertifikat tanah wakaf tersebut. Padahal itu adalah tugas mereka 




Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan 
dan sikap masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakaf masih jauh dalam 
kategori pengaplikasian, disebabkan masyarakat di Disa Pangkatan kurang peduli 
akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf, mereka menganggap bahwa 
pensertifikatkan tidak penting, dan faktor yang mencolok disebabkan masyarakat 
di Desa Pangkatan termasuk masyarakat pedalaman yang masih memakai sistem 
dari orang-orang yang terdahulu (orang-orang tua yang hidup pada zaman dahulu), 
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jadi mereka hanya berpatokan pada adat yang berlaku di Desa Pangkatan tersebut, 
padahal yang sangat berkepentingan dalam mensertifikatkan tanah wakaf tersebut 
adalah orang yang mewakafkan tanah tersebut agar bisa dilindungi badan 
hukumnya dan agar manfaatnya didapatkan dengan sebaik-baiknya. 
Kemudian muncul pesan yang diberikan oleh tokoh agama agar seseorang 
yang memahami akan pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf agar memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui hukum mensertifikatkan tanah 
wakaf, kemudian bersama-sama memelihara harta tanah wakaf yang telah 
diwakafkan, membentuk tim koordinasi penertiban tanah wakaf, mengadakan 
supervise perwakafan tanah milik, mengadakan safari wakaf terpadu, dan yang 
paling penting mengusahakan peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang 
terkait dalam kepengurusan tanah wakaf agar bisa melaksanakan pendaftaran 
tanah wakafnya secara tertib dan efisien. 
D. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf 
Berdasarkan observasi di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu, seluruh masyarakat melakukan pekerjaannya masing-masing seperti 
yang biasa mereka lakukan, tanpa ada yang mempermasalahkan tentang tanah 
wakaf yang tidak disertifikatkan. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan yang 
mereka kerjakan ditempat mereka masing-masing. 
Di Desa Pangkatan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar 
akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf, padahal pendaftaran tanah wakaf 





terdaftarnya tanah wakaf maka akan lebih mempermudahkan bagi masyarakat 




Menurut Bapak Abdul Halim selaku Kepala Desa Pangkatan tentang proses 
pelaksanaan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pangkatan masih banyak yang 
kurang mengetahuinya, dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan hanya sekedar 
mewakafkan tanah wakafnya dengan perkataan tanpa adanya bukti bahwasanya 
tanah wakaf tersebut telah di wakafkan, masyarakat hanya membuat pagar-pagar 
sebagai batasan-batasan dari tanah wakaf yang telah mereka wakafkan.
82
 
1. Tanah Wakaf yang Sudah Tersertifikatkan 
Menurut keterangan yang didapatkan peneliti dari Kepala Kantor Urusan 
Agama, jumlah tanah wakaf yang sudah disertifikatkan di Desa Pangkatan 
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu yang sudah disertifikatkan 
berjumlah10 lahan tanah wakaf,. 
Proses mewakafkan tanah wakaf yang dilakukan di Desa Pangkatan ini 
adalah dengan cara pendataan, pendataan ini sebenarnyalah yang sangat perlu 
dikarenakan ketika melakukan pendataan maka akan diketahui tanah wakaf 
yang akan di wakafkan. Setelah dilakukan pendataan kemudian orang yang 
ingin mewakafkan tanahnya mendaftarkan tanah wakafnya untuk diketahui 
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bahwasanya tanah wakaf tersebut telah terbukti menjadi tanah wakaf yang sah 
dengan adanya bukti berupa sertifikat tanah wakaf.
 83
 
Kemudian proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf memang 
sebaiknya sesuai prosedur hukum yang berlaku, akan tetapi masyarakat hanya 
mewakafkan tanah wakafnya dengan beberapa orang saksi dan pengucapan 
ikrarnya saja tanpa harus mendaftarkan tanah wakafnya kebadan hukum.
84
 
2. Tanah Wakaf yang Belum Tersertifikatkan 
Di Desa Pangkatan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya 
sadar akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Padahal pendaftaran tanah 
wakaf sangatlah penting dilakukan dan dilaksanakan dikarenakan ketika sudah 
terdaftarnya tanah wakaf maka akan lebih mempermudahkan bagi masyarakat 
Pangkatan untuk dilindungi hukumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan dikedepan harinya. 
Proses pensertifikatkan tanah wakaf adalah mendaftarkan tanah wakaf 
yang ingin diwakafkan ke Kantor Urusan Agama, ketika telah didaftarkan tanah 




Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten 
Labuhanbatu tidak ingin tanah wakafnya disertifikatkan, orang tersebut adalah 
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Ibu Siti Khadijah, karena beliau mengatakan “untuk apa disertifikatkan tanah 
wakaf yang sudah lama diwakafkan, karena sudah dari dulu tanah wakaf 
tersebut sudah dianggap masyarakat sebagai tanah yang diwakafkan, lagian 
tanah wakaf tersebut sudah turun temurun dari orangtua yang terdahulu dan 
masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu 
sudah banyak yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf 
Menurut keterangan yang didapatkan peneliti dari Kepala Kantor Urusan 
Agama, jumlah tanah wakaf yang yang belum disertifikatkan secara sah di Desa 
Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 49 lahan 
tanah wakaf. 
Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 
sertifikasi tanah wakaf masih banyak yang belum sepenuhnya sadar akan 
pentingnya pendaftaran tanah wakaf, padahal pendaftaran tanah wakaf sangatlah 
penting dilakukan dan dilaksanakan dikarenakan ketika sudah terdaftarnya tanah 
wakaf maka akan lebih mempermudahkan untuk dilindungi hukumnya agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikedepan harinya. 
Bahkan jumlah tanah wakaf yang tidak disertifikatkan lebih banyak daripada 
yang disertifikatkan, berkisar 49 lahan tanah wakaf yang tidak disertifikatkan dan 
10 lahan tanah wakaf yang sudah disertifikatkan, padahal pensertifikatan tanah 
wakaf sangatlah perlu sebagai badan hukum ketika terjadi suatu masalah yang 








Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 
peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum mendaftarkan tanah wakaf 
adalah sunnah, karena itu merupakan suatu perbuatan ibadah yang sangat dipuji 
oleh Allah SWT, dan seseorang yang melakukan perbuatan mewakafkan  tanah  
harus dengan keikhlasan, kemudian akan terus mengalir pahalanya kepada orang 
yang mewakafkan tanah wakaf tersebut karena termasuk sedekah jariyah (sedekah 
yang terus mengalir pahalanya sampai meninggal dunia), dan merupakan 
perbuatan untuk membantu kesejahteraan umum. 
Di dalam kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, 
masyarakat mengatakan peraturan yang berada di dalam pensertifikatkan tanah 
wakaf sangat memberatkan dan masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya 
pensertifikatkan tanah wakaf menganggap bahwasanya pensertifikatkan tanah 
wakaf tidak penting, terutama masalah biaya dalam pendaftaran yang menjadi 
kendala utama bagi masyarakat, dikarenakan masih banyak kebutuhan yang belum 
tercukupi di dalam kebutuhan sehari-hari. 
Pelaksanaan pensertifikatkan tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan 
Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya terlaksanakan ataupun 






masyarakat yang belum mempunyai kesadaran akan pentingnya di daftarkan tanah 
wakaf kepada yang bertugas sebagai tempat mendaftarkan tanah wakaf dan yang 
berhak mengurusnya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat di Desa 
Pangkatan tersebut tidak memperdulikan akan prosedur pensertifikatkan tanah 
wakaf, akan tetapi menurut masyarakat hanya perlu memberikan suatu 
pengumuman bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan 
dan bagi mereka hanya perlu diberikan batasan-batasan tentang tanah wakaf 
tersebut dengan menggunakan pagar-pagar pembatas sebagai pertanda batas tanah 
wakaf tersebut. 
Di dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan 
Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, ditemukan adanya dua (2) masalah yang 
menyebabkan terhambatnya pensertifikatan tanah wakaf. Masalah pertama datang 
dari masyarakat dan masalah kedua berasal dari Kepala Kantor Urusan Agama 
sendiri. Masalah yang datang dari masyarakat ada beberapa penyebab, yaitu:  
1. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan pentingnya tanah wakaf 
tersebut disertifikatkan, padahal apabila tanah tersebut sudah mempunyai 
sertifikat maka sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. 
2. Masyarakat di Desa Pangkatan ingin mensertifikatkan tanah wakafnya, akan 
tetapi karena masyarakat tidak mempunyai dana untuk mensertifikatkan tanah 
wakafnya menjadi kendala utama, selain daripada itu masyarakat tersebut 
masih banyak keperluan yang lebih penting daripada mensertifikatkan tanah 





keperluan untuk anak mereka sekolah, keperluan rumah tangga dan keperluan 
sehari-hari lainnya. 
3. Masyarakat menganggap bahwa pensertifikatkan tidak harus dilakukan, 
mereka menganggap bahwa apabila ada tanah wakaf lebih baik diumumkan 
saja kepada masyarakat yang berada di Desa Pangkatan tersebut, hal ini terjadi 
karena masyarakat di Desa Pangkatan tersebut hanya memakai sistem dari 
orang-orang yang terdahulu, hal tersebut bagi mereka sudah dianggap sebagai 
kebiasaan, yaitu cukup dengan pengumuman saja, mereka tidak memikirkan 
bagaimana yang akan terjadi terhadap tanah yang telah mereka wakafkan 
tersebut dikemudian hari nanti.  
Sedangkan kendala yang berasal dari KUA yang mengakibatkan tidak 
terjadinya pensertifikatan tanah wakaf yaitu Kepala KUA sebagai PPAIW 
berdasarkan perintah UU tidak melakukan pengurusan pendaftaran pensertifikatan 
ke BPN meskipun UU telah menegaskan bahwa pengurusan pensertifikatan tanah 
wakaf hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak akta ikrar wakaf 
ditandatangani dihadapan PPAIW.  
Berdasarkan penelitian KUA menyebut ada 10 tanah wakaf yang 
disertifikatkan, hanya saja sangat disayangkan Kepala Kantor Urusan Agama 
(KUA) beserta seluruh jajaran tidak ingin memberitahukan kepada Peneliti 
mengenai wakif, nadzir dan lokasi tanah yang perwakafannya disertifikatkan, dan 
juga tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf 





tidak memperoleh data apapun mengenai tanah wakaf yang disertifikatkan 
tersebut, termasuk peneliti juga tidak memperoleh data mengenai pelaksanaan 
pensertifikatan tanah wakaf di Desa Pangkatan, baik dari KUA maupun dari 
masyarakat. 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan 
maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Seharusnya masyarakat diberikan penyuluhan agar masyarakat mengetahui 
akan pentingnya mengetahui hukum wakaf tersebut, apalagi agar masyarakat 
melaksanakan pendaftaran tanah wakafnya bisa dengan cara tertib dan efisien, 
agar  masyarakat bisa lebih peduli akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf 
kemudian benda wakaf tersebut bisa dilindungi dengan tujuan, fungsi, dan 
peruntukan wakaf sebagaimana semestinya. 
2. Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) alangkah lebih baiknya terjun 
langsung kelapangan dengan tujuan untuk mendata tanah-tanah yang belum di 
wakafkan, agar masyarakat sadar dan mau mensertifikatkan tanah wakafnya, 
dengan demikian akan terwujud tanah wakaf yang telah disertifikatkan. Dengan 
demikian akan lebih mempermudah sipengelola (nadzir) untuk mengkelolanya 
tanah wakaf tersebut dan bisa membantu fakir miskin dan orang-orang yang 
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